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LBH Jogja Buka Posko Aduan PKL Malioboro

Terdampak Relokasi Penataan

JOGJA, Radar Jogja - Penataan Malioboro yang
membawa konsekuensi merelokasi seluruh pe-

M'NTA. dagang kaki lima (PKL), masih menimbulkan
BANTUAN: e et PSP
Para PKL polemik. Kebijakan relokasi dinilai tidak ada
terdampak transparansi, keterbukaan, dan mengabaikan
relokasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan hing-
saat ga pelaksanannya.
mengadu Melihat kondisi ini, Lembaga Bantuan Hukum
nasibnya (LBH) Jogja membuka rumah aduan untuk para
di Kantor pedagang yang terdampak relokasi. Staf Divisi
LBH Jogja, Penelitian LBH Jogja Era Hareva mengatakan,
kemarin rumah aduan ini dibuka setiap pekan kepada
). para pedagang yang merasa dirugikan dengan
kebijakan Pemprov DIJ bersama Pemkot Jogja.
Para pedagang bisa datang dan LBH akan melaku-
: kan advokasi terhadap aduan yang masuk =
Ty mmuaEss » Baca LBH... Hal 3
Sambungan dari hal 1 aruhipendapatan merekaketika  tak benda harus terbebas dari ~ sendiri. "Termasuk pemerintah
berpindah. "Kami menyayangkan  aktivitas ekonomi,’ terangnya. harus hadir dan memberi per-
"Prinsipnya, rumah aduan  kebijakan pemprovmengabaikan  Oleh sebab itu, LBH melihat lindungan bagi PKL terhadap
kami membuka ruang seluas-  beberapa hal itu,” ujarnya. __ ... kondisi ini ada potensi pelang-  isu relokasi ini,” tandas Era.
luasnya bagi para PKL untuk  Sejatinya, merekaterutamapa- garan administrasi. Seperti pe- Seorang PKL, Supriyati (38)
menyampaikan aduan. Aduan_ ra PKL penting dilibatkan. Apa-  langgaran hak hidup yang diatur ~ mengatakan, tidak ada penolakan
juga sudah masuk ke kami,3, lagi, besarnya nama Malioboro - dalam Pasal 28 A UUD 1945.  dengan kebijakan relokasi. Hanya
kata Era kepada wartawan di  tak terlepas karena kontribusi ~ Selain itu hak penghidupanyang  rencanaitu terkesan terburu-buru
kantor LBH Jogja, kemarin (11/1).  dari pedagang, becak hinggaan- layak diatur dalam Pasal 9 UU  sejak awal adanya sosialisasi. Ia
Ia menjelaskan rencanarelo-  dong di sana. “Identitas sosial Nomor 39/1999 tentang HAM.  merasakecewa karena pemerin-
kasi itu tidak berpegang pada  budayaMalioborobisasajahilang» Adapun potensi pelanggaran ~tah tidak transparan dengan
tiga hal. Ini yang mendorong  denganrelokasi. KarenaikonMa-  standar penghidupanyanglayak, rencana semua ini.
lembaganya membuka ruang  lioboro dengan PKLdisepanjang ~ diatur dalam Pasal 11 (1) Konve- "Kami berharap menunda
bagi PKL. Di antara tiga hal itu,  jalanitusudah dikenal,"jelasnya. ~nan Ekonomi Sosial Budayayang ~dulu, hingga kami siap mental
kejelasan tujuan yang seharusnya Menurutnya, kebijakan relo-  telah diratifikasi melalui UU  dan finansial. Kecewa rasanya
pemprovmenyampaikan urgen-  kasi itu sangat tergesa-gesa. Nomor 11/2005 tentang Ratifi-  setelah kami berusaha meng-
si relokasi sehingga tidak me-  Terlebih rencanarelokasi dilaku- . kasi Kovenan Internasional Hak-  embalikan ekonomi karena
nimbulkan kebingungan bagi  kan saat pandemi Covid-19 HakEkonomiSosialdanBudaya. pandemi, malah diminta sege-
para PKL. Kedua, tidakadanya belum usai. Kondisi ekonomi "Kami mendesak pemerintah  ra pindah,” katanya.
keterbukaan. Masyarakat tidak ~ para pedagang masih terpuruk  membuka seluas-luasnya par-  Sejauh ini ia mengaku juga belum
diberi kesempatan terlibat se-  dan belum pulih. Sehingga, tispasi masyarakat dalam ren- mendapat kepastian akan dipin-
cara langsung mulai tahap pe- pemindahan dinilai kurangte-  canarelokasiini. Dan, menun-  dah ke eks gedung Bioskop Indra
rencanaan hingga pelaksanaan.  pat saat PKL masih berusaha da atau menghentikan reloka-  atau bekas Kantor Dinas Pariwi-
Baik pihak yang beraktivitas di memperbaiki perekonomiannya.  si dan meninjau ulang kebijakan  sata DIJ. Tetapi harapannya ba-
sana, akademisi, dan budayawan. "Kalaupun itu beralasan un-  tersebut,” tambahnya. ngunan untuk berjualan bisa
Selain itu mengabaikan aspi-  tuk mengajukan Malioborose-  Pemprov dan pemkot pun bersifat permanen dan layak di-
rasi kebutuhan dan harapan  bagai sumbu filosofi ke UNES-  didesak untuk memperhatikan - tempati. "Setidaknya seperti itu,
dari para PKL. Pola ekonomi  CO, tentu dikonferensi UNESCO  nasib pedagang ke depan. Ha-  yang spesifik dan pernah diso-
rakyatyangdilakukan PKLsejak ~ tidak mensyaratkankalau sum-  rus memberi pemenuhan ter-  dorkan pemerintah. Jadi perma-
lama bisa berpotensimémpeng-  bu filosofisebagai cagarbudaya hadap hak ekomomiwarganya nen,’ ujarnya. (wia/laz/fj)
Jama bisa berpotensimémpeng-  bufilosofisebagai cagarbudaya hadap hak ekomomiwarganya nen,’ ujarnya. (wia/laz/fj)
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